DEMOKRASI

1. Beberapa konsep Mengenai Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dsb.semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”. (kata Yunani Demos berarti  rakyat, kratos/kratein berarti kekasaan/berkuasa).

Tetapi diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokraasi mula-mula berasal Eropa, tetapi sesudah perang dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa Negara baru di asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara-negara tersebut. Dilain pihak ada Negara-negara baru di asia yang mendasarkan diri atas azas-azas komunisme, yaitu RRC, korea utara, dsb.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan cirri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.undang-undang dasar kita menyebut secara ekspisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu :

1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum . Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarakan kekuasaan belaka.

2. sistem konstitusional.

3. pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi(Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah tersebut, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.


Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” .


Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongkrit, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan Negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak azasi dari warga Negara. 

2. Sejarah Perkembaangan

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi tealh mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.

Sistem demokrasi yang terdapat di Negara-kota yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 s.M) meruapakan demokrasi langsung   yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk sedikit.

Renaissance adalah aliran  yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan kearah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil mlepaskan diri dari penguasaan Gereja, baik dibidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun dibidang social dan politik.

Demokrasi Konstitusional dalam Abad ke-19:

Negara Hukum Klasik

Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak –hak politik itu secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah. Undang-undang dasar itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan Negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme , sedangkan Negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau rechts staat.

Menurut Carl J. Friedrich konstitusionalisme adalah gagasan bahwa “pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam Undang-undang dasar.

Unsur-unsur rechtssaat dalam arti klasik, yaitu:

1. hak-hak manusia 

2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 

3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

4. peradilan administrasi  dalam perselisihan 

Demokrasi Konstitusional dalam Abad ke-20:

Rule of Law yang dinamis


Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis; tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di eropa, seperti di swedia, norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi inggris John Maynard Keynes(1883-1946).


Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur  tangan dalam urusan warga Negara baik  dibidang social maupun dibidang ekonomi lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan social.


Dikemukakan bahwa syara-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law ialah:

1. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selaindari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedurnya untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak .

3. pemilihan umum yang bebas.

4. kebebasan untuk menyatakan pendapat.

5. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

6. pendidikan kewarganegaraan.

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai . Henry B. Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidakberarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang terperinci itu, bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Dibawah ini diutarakan beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo:

1. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

2.  menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

3. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

4. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

6. menjamin tgaknya keadilan.

3.  Perkembangan Demokrasi di Indonesia


Perkembangan demokrasi di Indonesia tealh mengalami pasang-surutnya. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana, dalam masyarakat yang beranekaragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.


Dipandang dari sudut perkembngan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa yaitu :

1. masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan  parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.

2. masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional  yang menonjolkan sistem Presidensiil.
4. Periode 1999 - sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perkembangan kekuatan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi seolah-olah memperoleh jiwa baru.
4.  Transformasi Nilai-Nilai Demokrasi melalui Pendidikan 

Diiperlukan langkah-langkah dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi yang dianggap paling efektif melalui jalur pendidikan. Mengingat hampir semua generasi saat ini pernah menempuh jalur tersebut. Bilamana dimaksimalkan dengan baik oleh Pemerintah, maka akan menghasilkan hasil yang signifikan dan luas. Karena kita tahu bahwa ada hubungan erat antara pendidikan dan demokrasi. Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jika masyarakat semakin baik dalam memahami nilai-nilai dmeokrasi, maka akan semakin memberikan partisipasi positif terhadap negara dari segala aspek.
Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam agenda transformasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, selain melalui pendidikan formal di sekolah, pemerintah juga mencanangkan program non-formal dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta diskusi-diskusi yang diharapkan dapat menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan muda. Kegiatan semacam itu merupakan langkah  strategis melalui sebuah mekanisme pendidikan politik yang berbasis kepada kepentingan rakyat. Karena pendidikan adalah jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibangun.

